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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis pelayanan rawat jalan dalam
penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai
Pinyuh. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelayanan rawat jalan dalam
penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai
Pinyuh. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ratminto mengenai pelayanan yang berorientasi
kepada proses, merupakan pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen. Tujuan pelayanan
adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta
memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan
kebutuhan yang mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Responsivitas
atau daya tanggap pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk yang dilakukan oleh
petugas Puskesmas terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-mampuan petugas
atau kader Posyandu dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami kasus gizi buruk. Responsibilitas
(kesesuaian/kepatuhan) petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi
gizi buruk belum optimal. Hal tersebut terlihat masih ada masyarakat yang mengalami gizi buruk yang
ada belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program tersebut. Akuntabilitas atau
pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi
gizi buruk belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban yang maksimal. Hal teresebut terlihat
salah satunya disebabkan adanya perbedaaan pelayanan yang mencolok antara masing-masing
masyarakat desa dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pelayanan, Penanggulangan, Gizi Buruk

Permasalahan yang ditemui bersumber dari pelayanan penanggulangan gizi buruk yang masih belum
sesuai dengan harapan, terutama mengenai terselenggaranya kegiatan perawatan anak gizi buruk sesuai
standar, tercapainya ketepatan waktu dalam peningkatan status gizi anak, dilakukannya pendampingan
anak gizi buruk pasca rawat inap dan rawat jalan dan dilakukannya pemantauan dan evaluasi pelayanan
terintegrasi terhadap kasus gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelayanan penanggulangan
Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk oleh Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh,
belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa
kendala diantaranya: 1) Responsivitas atau daya tanggap pelayanan terlihat belum maksimal; 2)
Responsibilitas (kesesuaian/kepatuhan) petugas dalam memberikan pelayanan belum optimal; 3)
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi
Buruk pada Bayi gizi buruk belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban yang maksimal.

Kata kunci: Pelayanan, Penanggulangan, Gizi Buruk.

Abstract
This study aims to reveal and analyze outpatient services in the prevention of malnutrition in

malnourished infants at Purunkes Village Purun Kecil Village Pinyuh River. The problem in this
research is how the outpatient service in malnutrition prevention in malnourished infant at Purunkes
Village Purun Kecil Village Pinyuh River. Based on what Ratminto said about process-oriented service,
it is a service that is perceived by consumers. The purpose of services is to provide services that can
meet and satisfy customers or the community and provide a focus of service to customers. The
improvement of public sector services is an urgent need as the key to successful state administration
reform. Responsiveness or responsiveness of malnutrition prevention service on infant malnutrition done
by Puskesmas officer looks not maximal yet. It is characterized by the inability of officers or cadres
Posyandu in preparing the agenda and priority of service in accordance with the needs and aspirations of
the community, especially people who have malnutrition cases. Responsibilitas (conformity /
compliance) officers in providing services for malnutrition in malnutrition malnutrition is not optimal. It
is seen there are still people who have malnutrition that there is not yet able to obtain sufficient
information about the program. Accountability or accountability of officers in providing malnutrition
prevention services in malnourished infants has not fully provided the maximum accountability. This is
apparent one of them is due to the striking service disparity between each village community in its
implementation.

Keywords: Care, Prevention, Malnutrition.
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A.  PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian
Sebagai petunjuk teknis (Juknis)

pelaksanaan program penanggulangan gizi
buruk masyarakat dimaksudkan untuk
memberikan acuan kepada petugas Pukesmas
dalam merencanakan program perbaikan gizi
buruk masyarakat sesuai standar pelayanan
minimal yang harus ditetapkan di Kabupaten
Mempawah. Juknis pelaksanaan program
penanggulangan gizi buruk masyarakat secara
khusus dimaksudkan untuk memudahkan
petugas gizi dalam memberikan perhitungan
pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan
minimal, penyusunan rencana kerja dan
pencapaian target Standar Pelayanan Minimal
SPM, penilaian pengukuran kinerja,
penyusunan laporan kinerja dalam
penyelenggaraan SPM, khususnya
penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat.
Penanganan gizi buruk secara rawat jalan dan
rawat inap merupakan jawaban terhadap
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Perbaikan Gizi, yaitu setiap anak gizi
buruk yang ditemukan harus mendapatkan
perawatan sesuai dengan standar.

Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai
Pinyuh memiliki jumlah penduduk sebanyak
4.067 Jiwa dengan 882 Kepala Keluarga serta
jumlah penduduk yang memiliki bayi sebanyak
171 orang dan balita sebanyak 202 orang.
Kasus gizi buruk yang terjadi di Desa Sungai
Purun Kecil sebanyak 14 kasus yang terdiri
dari 8 orang bayi dan 6 orang balita. Kasus gizi
buruk disebabkan asupan akan gizi itu kurang
dan penyakitan. Ketidakmampuan keluarga
atau si pengasuh anak memenuhi asupan gizi
itu sendiri. Karena kalau asupan gizi kurang
maka rentan akan penyakit. Begitu juga
memang kalau penyakitan mungkin karena
lingkungan yang tak mendukung atau faktor
lainya pola asuh yang salah khususnya dalam
upaya memberikan makanan gizi berimbang
kepada anak. Hal ini menunjukkan 80%
penderita gizi buruk memiliki penyakit
penyertanya seperti TBC dan lainya, yang
murni karena gizi buruk hanya 3-5 kasus saja.

Terjadinya kasus gizi buruk penyebabnya
banyak faktor. Mulai faktor ekonomi, sosial,
kesehatan, budaya, lingkungan, hingga perilaku
masyarakat khususnya orangtua itu sendiri.
Namun sampai saat ini penanganan yang
diberikan hanya mampu mengurangi sedikit
kaus gizi buruk pada balita. Hal ini
membuktikan  bahwa penanganan dan
pelayanan yang diberikan Puskesmas Sungai
Purun Kecil Kecamatan sungai Pinyuh belum
mampu menekan jumlah kasus gizi buruk yang
ada. Ketidak berhasilan penanganan dan
pelayanan tersebut, dikarenakan:

1. Minimnya jangkauan/cakupan
pemulihan gizi. Di mana penanganan
kasus gizi buruk dilaksanakan agar
dapat menjangkau sebanyak mungkin
kasus gizi buruk yang membutuhkan
perawatan.

2. Ketepatan waktu yang belum

pelayanan tersebut, dikarenakan:
a. Minimnya jangkauan/cakupan pemulihan gizi. Di

mana penanganan kasus gizi buruk dilaksanakan
agar dapat menjangkau sebanyak mungkin kasus
gizi buruk yang membutuhkan perawatan.

b. Ketepatan waktu yang belum memadai dalam
penemuan kasus gizi buruk secara dini sehingga
bisa dilakukan penanganan lebih awal dan
bersifat komprehensif.

c. Pelayanan yang belum tepat, sehingga
penanganan kasus gizi buruk belum disesuaikan
dengan kondisi bayi gizi buruk untuk menentukan
apakah anak perlu rawat inap atau rawat jalan.

d. Pelayanan yang belum terintegrasi. Di mana
penanganan kasus gizi buruk merupakan kegiatan
yang terintegrasi dengan sistem pelayanan
kesehatan yang ada.

2. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan

masalah agar penelitian ini lebih terarah dan jelas,
maka masalah tersebut dirumuskan sebagi berikut:
Bagaimana Pelayanan rawat jalan dalam
penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di
Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai
Pinyuh?

3. Tujuan Penelitian
Terkait dengan permasalahan yang tersebut,

maka penelitian ini bertujuan untuk
mengungkapkan  dan menganalisis pelayanan rawat
jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi
gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil
Kecamatan Sungai Pinyuh.

4. Manfaat Penelitian
Hasil temuan pada saat penelitian dilakukan,

kiranya dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
dan sebagai bahan acuan/perbandingan untuk
penelitian selanjutnya dalam upaya
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang
berkaitan dengan bidang pelayanan publik

b. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan
dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Dinas
Kesehatan Kabupaten Mempawah terutama
mengenai masalah pelayanan administrasi
kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan
prosedur penanggulangan gizi buruk pada bayi
gizi buruk melalui rawat jalan di Puskesmas Desa
Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh.

B. KERANGKA TEORI & METODOLOGI
1. Kerangka Teori

a. Pelayanan Publik
Pelayanan publik (public services) oleh

birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi
masyarakat di samping sebagai abdi negara.
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi
publik dimaksudkan untuk mensejahterakan
masyarakat (warga negara) dari suatu negara
kesejahteraan (welfare state), (Ratminto, 2006:14).
Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi
Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi
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masyarakat di samping sebagai abdi negara.
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi
publik dimaksudkan untuk mensejahterakan
masyarakat (warga negara) dari suatu negara
kesejahteraan (welfare state), (Ratminto,
2006:14). Pelayanan umum oleh Lembaga
Administrasi Negara diartikan sebagai segala
bentuk kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di
Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau
jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan    perundang-undangan.

Berkaitan dengan pelayanan publik
sebagaimana digambarkan tersebut, dapat
ditelaah bahwa pelayanan publik merupakan
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai
abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara.
Agar terciptanya keseragaman bentuk dan
langkah di bidang pelayanan umum oleh aparatur
pemerintah, perlu adanya suatu landasan yang
bersifat umum dalam bentuk pedoman tatalaksana
pelayanan umum.  Dengan demikian kebutuhan
para penerima layanan hasus dipenuhi oleh pihak
penyelenggara pelayanan agar para penerima
layanan tersebut memperoleh kepuasan.

b. Tolak Ukur/Indikator Pelayanan Publik
Tolak ukur pelayanan publik yang baik dapat

dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya
fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang
baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan
yang diberikan, seperti tersedianya gedung
pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan
berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman,
peralatan pendukung yang memiliki teknologi
canggih, misalnya komputer, penampilan aparat
yang menarik di mata pengguna jasa, seperti
seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas
kantor pelayanan yang memudahkan akses
pelayanan bagi masyarakat, (Sea, 2009:116).

Pelayanan kesehatan tidak terlepas dari
peranan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mempawah, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten
Mempawah yang berkewajiban dan bertanggung
jawab masalah kesehatan masyarakat. Salah satu
wadah pelayanan kesehatan masyarakat adalah
melalui pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)
merupakan salah satu organisasi kesehatan
fungsional yang memberikan pelayanan secara
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di
wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok
serta juga membina peran serta masyarakat.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas
adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
pelayanan kuratif (pengobatan), preventif
(pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan)
dan rehabilitatif (pemukiman kesehatan).

c. Dimensi Pelayanan Publik
Pelayanan merupakan terjemahan istilah

”excellent service” yang secara harfiah berarti
pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut
sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan
standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki
instansi pemberi pelayanan. Agenda perilaku
pelayanan sektor publik.

Berbeda dengan pendapat Lenvinne (dalam
Ratminto, 2012:178) yang mengatakan terdapat
tiga dimensi pelayanan yang berorientasi pada
proses yaitu:
1. Responsivitas, yaitu mengukur daya tanggap

penyedia layanan tehadap layanan, keinginan
dan aspirasi serta tuntunan customers

2. Responsibilitas, yaitu suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa jauh proses
pemberian pelayanan publik itu dilakukan
dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas, yaitu suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa besar tingkat
kesesuaian antara penyelenggaraan
pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal
yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh
stakeholders, seperti nilai dan norma yang
berkembang dalam masyarakat.
Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh

Ratminto mengenai pelayanan yang
berorientasi kepada proses, merupakan
pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh
konsumen. Tujuan pelayanan adalah
memberikan pelayanan yang dapat memenuhi
dan memuaskan pelanggan atau masyarakat
serta memberikan fokus pelayanan kepada
pelanggan. Perbaikan pelayanan sektor publik
merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai
kunci keberhasilan reformasi administrasi
negara.

Gambar:kerangka pemikiran

Pelayanan Penanggulangan Gizi Buruk pada
Bayi Gizi Buruk

Permasalahan
1. Masih rendahnya daya tanggap petugas Puskesmas tehadap

layanan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan masyarakat ?
2. Masih adanya petugas dalam proses pemberian pelayanan

terhadap penderita gizi buruk itu melanggar ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan ?

3. Belum sebandingnya ukuran yang menunjukkan seberapa besar
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan penderita
gizi buruk dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di
masyarakat ?

Dimensi Pelayanan, Ratminto (2012:178)
1. Responsivitas (Daya Tanggap)
2. Responsibilitas (Kesesuaian/Kepatuhan)
3. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban).

Output
Peningkatan Pelayanan rawat jalan dalam penaggulangan

Gizi Buruk
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2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut
Moleong (2010:29) penelitian deskriptif, adalah
menggambarkan fenomena-fenomena yang
terjadi dilapangan secara apa adanya, selanjutnya
ditarik kesimpulan, guna mendapatkan suatu teori
dan lebih mementingkan proses daripada hasil.
koLokasi penelitian yaitu di Puskesmas Desa
Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupatren Mempawah. Subjek penelitian adalah
Kepala Puskesmas (1 orang), Kepala Desa Purun
Kecil (1 orang), Bidan (2 orang), Para medis (2
orang), Petugas Gizi (4 orang) dan ibu bayi (3
orang). Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis
data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan
wawancara dan mendokumentasikan beberapa
obyek yang menjadi bahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Responsivitas (Daya Tanggap)
Responsivitas pelayanan penanggangan gizi

buruk pada bayi gizi buruk merupakan
kesanggupan petugas Puskesmas membantu dan
menyediakan pelayanan yang cepat, tepat serta
tanggap terhadap keinginan masyarakat yang
mengalami gizi buruk dengan tanpa pamrih.
Tindakan petugas tanpa pamrih tersebut,
tercermin dari cara melayani masyarakat
khususnya bayi gizi buruk yang menderita gizi
buruk diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak
berbelit-belit, dan tanpa mengharapkan balas jasa
berupa biaya tambahan sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bidan
Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil, diperoleh
keterangan bahwa:

Masih banyaknya kasus gizi buruk, menunjukkan
bahwa asuhan gizi di tingkat keluarga belum
memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya
pemberdayaan melalui pendampingan.
Pendampingan kepada keluarga yang mengalami
gizi buruk merupakan proses mendorong,
menyemangati, membimbing dan memberikan
kemudahan oleh kader pendamping kepada keluarga
melalui rawat jalan, guna mengatasi masalah gizi
guruk yang dialami masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil.
Kemudian fungsi Puskesmas Desa Sungai

Purun Kecil, adalah sebagai pusat pembangunan
berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan
keluarga dan masyarakat dan pusat pelayanan
kesehatan tingkat pertama.  Sebagai bentuk dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat
diwujudkan dengan: menggerakakan
pembangunan kecamatan yang berwawasan
kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat

dan keluarga untuk hidup sehat, memelihara
dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata dan terjangkau dan memelihara
dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga
dan masyarakat beserta lingkungannya.

Lebih lanjut keterangan diperoleh dari Petugas
Gizi di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai
Purun Kecil, menyatakan bahwa:

Bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
Puskesmas dalam menanggulangi kasus gizi buruk
kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Desa
Sungai Purun Kecil meliputi Pengobatan,
Pencegahan, Peningkatan Kesehatan dan Pemulihan
kesehatan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan
bahwa upaya yang dilakukan petugas Puskesmas
Rawat jalan dalam rangka menanggulangi gizi
buruk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
Desa Sungai Purun Kecil sesuai dengan
kemampuan tenaga dan fasilitas yang digunakan,
maka kegiatan yang dapat dilaksanakan juga
berbeda. Kegiatan pokok yang sudah ditetapkan
meliputi: melaksanakan kesejahteraan ibu dan
anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi,
melaksanakan kegiatan pembinaan dan
pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan
penyuluhan kesehatan masyarakat dan
melaksanakan pengobatan rawat jalan.

2. Responsibilitas (Kesesuaian/Kepatuhan)
Ketepatan sasaran dan sistem pelaksanaan

pelayanan penanggulangan gizi buruk pada Bayi
gizi buruk yang belum mengarah sepenuhnya
sesuai rencana di wilayah kerjanya menjadi faktor
hambatan yang terjadi dalam meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk
peduli terhadap masalah gizi dan kesehatan.
Merencanakan dan menerapkan keluarga sadar
gizi khususnya berkaitan dengan meningkatkan
status gizi bayi gizi buruk pada keluarga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bidan di
wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun
Kecil, menyatakan bahwa:

Responsibilitas pelayanan yang dilakukan petugas
Puskesmas sudah maksimal, akan tetapi terkadang
seorang ibu yang mempunyai hubungan yang lebih
dekat dan erat dengan si anak sering sangat
menentukan. Ada kalanya seorang ibu bersifat masa
bodoh terhadap kesehatan anaknya, sehingga si ibu
tersebut tidak peduli apakah makanan dan minuman
yang diberikannya pada si anak termasuk makanan
yang bersih dan sehat serta mengandung gizi yang
tinggi. Perilaku seorang ibu tersebut, tentunya sulit
tercipta dan terpelihara kesehatan yang baik dalam
rumah tangganya.
Kemudian informasi yang diperoleh dari

Kepala Puskesmas bahwa;
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Kegiatan posyandu yang dilaksanakan di wilayah
kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil sudah
dilaksanakan secara rutin yaitu sekitar 1 bulan
sekali, sehingga kegiatan pelayanan penanggulangan
gizi buruk terhadap Ibu dan Anak (KIA) dapat
terlaksana, sementara kehadiran para ibu-ibu untuk
memeriksa bayi dan anak balitanya sangat jarang,
sehingga pemeriksaan terhadap ibu-ibu hamil sulit
dilakukan secara medis.
Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan

bahwa responsibilitas pelayanan penanggulangan
gizi buruk. maka petugas dituntut memiliki
kompetensi yakni kemampuan petugas untuk
mengetahui dan memenuhi proses pelayanan
yang dibutuhkan masyarakat

3. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
Akuntabilitas pelayanan merupakan syarat

terhadap terciptanya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah
(good governance). Kelembagaan pemerintahan
yang berakuntabilitas publik berarti lembaga
tersebut senantiasa mau mempertanggung
jawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh
masyarakat. Demikian pula masyarakat dalam
melakukan kontrol mempunyai rasa
tanggungjawab yang besar untuk kepentingan
bersama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu yang
memiliki bayi dan bali yang mengalami gizi
buruk, diperoleh keterangan bahwa:

Di lihat dari akuntabilitas pelayanan
penanggulangan gizi buruk yang dilakukan oleh
petugas belum sesuai dengan harapan. artinya akses
pelayanan yang dilakukan pada kenyataanya belum
merata. Di samping itu, dalam pelaksanaannya juga
ditemui banyak kendala terutama dalam ketepatan
waktu dan keseriusan dalam memberikan pelayanan
penanggulangan gizi buruk kepada bayi gizi buruk di
wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil,
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil menyatakan
bahwa:

Akuntabilitas pelayanan penanggulangan gizi buruk
kepada bayi gizi buruk dalam rangka memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum
sepenuhnyua mengacu kepada SPM yang harus
diterapkan di desa terutama dalam hal:
a. Perhitungan kebutuhan pelayanan gizi sesuai

dengan standar pelayanan minimal
b. Penyusunan rencana kerja dan pencapaian target

standar pelayanan minimal
c. Penilaian pengukuran kinerja
d. Penyusunan laporan kinerja dalam

penyelenggaraan standar pelayanan minimal
dalam penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat
terutama untuk bayi gizi buruk serta ibu yang
menyusui.

Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan
bahwa akuntabilitas pelayanan  penanggulangan
gizi buruk, melalui pelayanan perawatan gizi
buruk, belum teralisasi sesuai dengan harapan
masyarakat malu untuk pergi ke Posyandu. Faktor

pelayanan, seperti pelayanan kurang memberikan
motivasi, kurang adanya penyuluhan dan
pelayanan tidak rutin. Faktor sarana seperti sarana
yang tersedia banyak yang rusak. Faktor
pendanaan dana yang tersedia terbatas.

Karena banyak faktor yang mempengaruhi
seperti faktor kader seperti jumlah kurang, tidak
terlatih, sibuk, reward tidak ada dan sering tidak
dating. Faktor masyarakat, seperti tidak peduli
kurang mendapatkan informasi, tergolong
keluraga miskin, merasa mindir atau malu untuk
pergi ke Posyandu. Faktor pendanaan dana yang
tersedia terbatas.

D. PENUTUP
1. Simpulan

pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada
Bayi gizi buruk oleh Puskesmas Desa Sungai
Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh, belum
sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan
masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa
kendala diantaranya:
a. Responsivitas atau daya tanggap pelayanan

penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi
buruk yang dilakukan oleh petugas Puskesmas
terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai
dengan ketidak-mampuan petugas atau kader
Posyandu dalam menyusun agenda dan
prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat
yang mengalami kasus gizi buruk;

b. Responsibilitas (kesesuaian/kepatuhan) petugas
dalam memberikan pelayanan penanggulangan
Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum
optimal. Hal tersebut terlihat masih ada
masyarakat yang mengalami gizi buruk yang
ada belum dapat memperoleh informasi yang
cukup mengenai program tersebut;

c. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban
petugas dalam memberikan pelayanan
penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi
buruk belum sepenuhnya memberikan
pertanggungjawaban yang maksimal. Hal
teresebut terlihat salah satunya disebabkan
adanya perbedaaan pelayanan yang mencolok
antara masing-masing masyarakat desa dalam
pelaksanaannya.

2. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
a. Dalam rangka meningkatkan responsivitas

pelayanan di Puskesmas Desa Sungai Purun
Kecil sebagai pelaksana pelayanan
penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi
buruk, sedapat mungkin pihak-pihak yang
terlibat melakukan penyusunan program
tersebut, seperti kader (jumlahnya harus
ditambah, tenaga yang terlatih dan mempunyai
keterampilan dan displin waktu dalam
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memberikan pelayanan)
b. Dalam rangka meningkatkan responsibilitas

pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada
Bayi gizi buruk, maka petugas Puskesmas perlu
melakukan sosialisasi bersama-sama dengan
kader Posyandu atau pihak desa, agar dengan
melalui sosialisasi tersebut dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat, terutama mempunyai
kepedulian terhadap masalah gizi dan
kesehatan masyarakat (balita, ibu hamil dan ibu
menyusui).

c. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada
Bayi gizi buruk, maka petugas dan kader
Posyandu dapat menjalankan peranannya
dengan baik sesuai dengan tanggungjawabnya
dan dapat menginformasikan kepada
masyarakat, perlu peningkatan pengetahuan
petugas atau kader, perlu dukungan masyarakat
setempat, perlu dukungan pemerintah desa,
perlu adanya kepedulian tokoh masyarakat,
adanya pendanaan yang dapat meninjang
pelaksanaan pelayanan.
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